
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTADEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NoMoR 7/ HK.o3. L-Wt / 327 6 / KPU-Kot I TIr / 2o2L

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang : a.

b

bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi

koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi

Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

Depok;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Depok tentang Badan Koordinasi

Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

Depok.

Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Pub1ik (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aBaQ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Pubtik (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor Ll2, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 1 Tatrun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O20 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2A tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetaparr

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Talrun 2AL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 65471;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OLT tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35

Tahun 2AL4 tentang Badan Koordinasi Hubungan

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Al4 Nomor l4o4l;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2OL5 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Al5 Nomor 456);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2OLT tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, darr/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 12a91;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun

2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraa Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8

Nomor 193);
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9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2479 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umrrm, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

KabupatenlKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 2I Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

KabupatenlKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2A2O Nomor L763l.;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor L4 Tahun

2O2O tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor

1236].;

Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor

244/HM.02.SD/06 IKPU /ItI/2O2L tanggal 22 Maret

2021 Perihal Pembentukan Badan koordinasi Kehuasan

(Bakohumas);

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota

Depok Nomor 13/PK.O 1-BAl 3276 /KPU-Kot/Irt / 2O2I

tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan

(Bakohumas) tanggal 3O Maret 2O2L.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG BADAN

KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

DEPOK.

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan

Umum Kota Depok.

Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi

Pemilihan Umum Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum
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